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ABSTRACT

Collaborative Governance involving public and private stakeholders together in a
forum to generate consensus in decision making. The purpose of stakeholders’
involvement is to formulate and implement policies. This cross-sectoral role
contributes higher quality of public services. Role of the leadership is needed when
the decision is made, in practice every stakeholders or actor involved has a clear
task regarding who is responsible, what should they do and how to do technically.
The leader act as a convener, demands the power of meeting including the ability
to persuade stakeholders to participate, has experience and reputation of unbiased
issued in question. Strategic leadership training and development become an
important factor in collaborative governance.
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A. PENDAHULUAN

Strategi kolaborasi pemerintahan sebagaimana O’Learry.et.al (2009) dipandang
sebagai strategi dalam menyikapi persoalan publik termasuk kemiskinan dan perubahan
iklim yang dipertegas oleh seperti Morse dan Stephen (2012) bahwa perlu pelibatan
aktor pemerintah dan aktor non negara dalam menyelesaikan isu publik atau penciptaan
nilai publik. Tujuan dari keterlibatan stakeholders ini adalah untuk merumuskan dan juga
implementasi kebijakan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskritif kualitatif. Alat penelitian yang
digunakan untuk mengenalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk
penelitian ini adalah analisis isi dari berbagai penelitian yang terkait dengan

Collaborative Governance serta keterkaitannya dengan karakteristik kepemimpinan.
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Penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada data sekunder. Tinjauan sistematis
dilakukan secara rinci dari beberapa literatur yang dikumpulkan. Sumber data sekunder
yang digunakan adalah (a) jurnal; (b) laporan; (c) artikel ilmiah; (d) makalah penelitian
dan publikasi akademik lainnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam artikel yang disampaikan oleh Heather Getha-Taylor & Ricardo S. Morse
(2013) menyampaikan dalam konteks kepemimpinan saat ini, bersifat antar organisasi
(interorganizational). Dalam administrasi publik khususnya, pergeseran ini terjadi seiring
dengan munculnya paradigma tata kelola kolaboratif (collaborative government) dengan
reorientasi dari fokus pada hirarki menjadi fokus kepada jaringan kemitraan dan batas-
batas tradisional (Emerson &Nabatchi,2011). Fokus baru ini menyoroti kebutuhan untuk
mengembangkan kompetensi kepemimpinan yang melampaui batas-batas tradisional,
hirarkis dan fungsi-fungsi manajerial (Morse, 2008; Sullivan, Williams & Jeffares,2012).
Seorang public manager bertugas memecahkan masalah-maslah publik yang kompleks
dimana cara-cara memimpin tergantung pada konteks yang berubah-ubah. Resolusi
konflik, keterlibatan masyarakat/publik (public engagement) dan keseimbangan antara
etika dan prioritas semua akan mempengaruhi kepemimpinan publik (O’Leary &
Bingham,2009). Studi tentang kepemimpinan dan pengembangan kepemimpinan
(leadership development) seringkali dianggap umum dan menjangkau semua organisasi
dan sektor (Yukl,2013), namun belum banyak membahas terkait pengembangan
kepemimpinan di tingkat pemerintahan lokal/daerah. Kepemimpinan pada level ini
diperlukan untuk memenuhi tuntutan dalam pelayanan publik yang menumbuhkan
persepsi negative terhadap pemerintah. Penelitian Getha-Taylor (2008) sebelumnya
menyebutkan bahwa kompetensi paling signifikan dan menciptakan kolaborasi yang
efektif adalah (a) pemahaman interpersonal; (b) kerja tim dan dan kerjasama (teamwork
and cooperation) dan (c)kepemimpinan tim (team leadership). Penelitian ini
menyarankan bagi para local government leader agar melaksanakan pelatihan dan
pengembangan kepemimpinan strategis (strategic leadership training and
development). Mereka harus mengidenifikasi hasil pelatihan yang spesifik (misalnya
bertujuan untuk memfasilitasi proses kolaborasi yang lebih baik) dan menyelaraskan
konten dan metode pelatihan sesuai dengan tujuan tersebut dan selanjutnya juga
dilakukan evaluasi terhadap pelatihan tersebut. Simpulan akhirnya adalah bahwa
kepemimpinan kolaboratif yang efektif dapat menjadi kunci bagi pemerintah daerah
untuk bertahan dan berkembang bahkan dalam situasi krisis finansial yang panjang
(Effective collaborative leadership may well be the key to local government surviving,

and even thriving, during this long-term fiscal crisis).
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Berkaitan dengan kepemimpinan kolaboratif studi yang dilakukan oleh Chrislip
(2002: p.130) menyebutkan bahwa pemimpin kolaboratif memiliki fokus yang berbeda
(dari jenis kepemimpinan yang lainnya) dimana mereka mempromosikan dan menjaga
proses kolaboratif. Dalam proses kepemimpinan kolaboratif kegiatan yang dilakukan
antara lain adalah menjaga para stakeholder untuk tetap berada dalam proses
meskipun melalui fase frustasi dan skeptisme, tetap mengakui sekecil apapun
keberhasilan kolaborasi, membantu stakeholder memecahkan masalah tersulit,
menegakkan norma dasar serta aturan kelompok.
Artikel yang ditulis oleh Daniela Cristofoli, Marco Meneguzzo & Norma Riccucci
(2017) berjudul Collaborative administration: the management of successful networks.
Artikel ini menyatakan bahwa pemerintahan (government) senantiasa melakukan
proses perubahan atau reformasi. Model-model yang diusulkan untuk perubahan
administrasi pemerintahan antara lain adalah New Public Management, New Public
Governance, yang berbasis pada terciptanya kolaborasi antara aktor-aktor pemerintah
dengan sektor privat, NGO dan Lembaga sosial kemasyarakatan lainnya (social
enterprises). Ketika konsep ini berhubungan dengan konteks organisasi kemudian
dipengaruhi juga oleh situasi krisis sosial dan ekonomi, maka hadir sebuah konsep baru
yaitu “Collaborative Administration” sebagai sebuah cara baru yang melibatkan aktor-
aktor publik maupun privat, dalam pengelolaan proses administrasi dengan cara
kooperatif. (Agranoff,2003). Solusi kolaboratif ditawarkan karena sifat masalah publik
yang rumit dan kompleks atau wicked problem (lihat kembali Head and Alford,2015),
kemudian pertanyaan terkait bagaimana cara mengelola jejaring (network) dalam
pemerintahan agar berhasil mencapai tujuan. Beberapa scholar menyepakati
pentingnya konteks dan jejaring, sedangkan yang lainnya menyampaikan adanya “soft
factor” misalnya berupa “interorganizational trust”. Adapun bentuk-bentuk soft factor
tersebut antara lain:
a. Information sharing, yang didukung oleh mekanisme dalam penyampaian informasi,
penyebaran nilai-nilai umum dan kesepakatan dalam aksi
b. Network manager yang handal dan bertanggung jawab karena berperan dalam
kebebasan sharing informasi, protokol komunikasi yang efektif, serta pemahaman
bersama. Mintzberg (1973) menyebutnya sebagai network orchestrator.
c. Struktur, fungsi dan mekanime manajerial dari jejaring itu sendiri
d. Dampak dari karakter-karakter dalam jejaring yang meliputi performa jejaring, jejaring
yang sukses dan efektif, formalisasi, sentralisasi, integrasi dan kepercayaan yang
berkaitan dengan budaya dan bahasa dalam proses kolaborasi
Carlos Henggeler Antunes, David Rios Insua & Luis Candido Dias (2014) dalam

artikelnya yang bertajuk Uncertainty and Robustness in Planning and Decision-Making,
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menyampaikan bahwa ketidakpastian dan resiko adalah masalah yang melekat dalam
perencanaan dan pembuatan kebutusan (planning and decision-making process).
Berbagai sumber dan jenis ketidakpastian yang diakui (recognized), sehingga mengarah
pada pendekatan untuk perlakuan mereka dalam model optimasi dan analisis keputusan
(decision analysis and optimisation models). Pendekatan ini mencakup serangkaian
metodologi yang luas, termasuk teknik diskusi, dan kreativitas untuk membantu pembuat
keputusan menetapkan Batasan masalah mereka. Teknik pemodelan atau penggunaan
sensitivitas dan ketahanan untuk mengeksplorasi kemungkinan konsekuensi dari
kurangnya ketepatandalam estimasi dan penilaian data. Beberapa model yang
ditawarkan antara lain:

a. Classical Bankruptcy Problems Model, dimana ketidakpastian muncul mengenai
ketidakpastian jumlah barang serta klaim atau keluhan dari para agen. Aturan pembagian
diusulkan yang menggabungkan rasionalitas yang berbeda prinsip dan menjamin
efisiensi..

b. Direct Multistage Modelling, dimana untuk membuat keputusan dalam masalah awal,
pembuat keputusanhaus memperhitungkan hasil yang diantisipasidari setiap masalah
keputusan masa depan yang terkait sehingga mengarah kepada jaringan keputusan.
Sebagai konsekuensianya akan diambil scenario yang berbeda-beda serta
konsekuensinya di masa yang akan datang.

c. Multi Criteria Dimension Analysis (MCDA) berkaitan dengan masalah dimana beberapa
alternatif (tindakan) dievaluasi dalam beberapa kriteria, yang umumnya tidak sepandan
dan bertentangan. Kemudian masalah pilihan diberi peringkat dan urutan sebagai bahan
pertimbangan. Proses pengambilan keputusan melibatkan konstruksi model dan
rekomendasi yang bisa saja sifatnya adalah rekomendasi yang berulang. Analisis ini
didukung oleh Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis (SMAA) yaitu metode yang
didasarkan pada analisis terbalik (inverse analysis). Metode ini memungkinkan dalam
mengatasi atau menangani masalah yang tidak pasti, tidak tepat serta informasi yang
tidak lengkap tentang pembuat keputusan.

D. SIMPULAN

Setiap stakeholder yang terlibat dalam Collaborative Governance, memiliki peran dan
kontribusi serta kekuatan yang diakomodir di satu sisi. Namun di sisi lain antar organisasi
tersebut juga terjadi saling ketergantungan. Sifat masalah publik yang rumit dan kompleks
atau wicked problem (lihat kembali Head and Alford,2015), serta pertanyaan terkait
bagaimana cara mengelola jejaring (network) dalam pemerintahan agar berhasil mencapai
tujuan menunjukkan bahwa peran dan kepemimpinan strategis dalam Collaborative

Governance menjadi penting.
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